BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MUKHABARAHDI
DESA BOLO UJUNGPANGKAH GRESIK

A.  Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Mukhabarah dan Kasus-
kasus yang ada di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten
Gresik
Sebagaimana yang disampaikan pada pembahasan sebelumnya,
tentang pelaksanaan mukhabarah yang terjadi di Desa Bolo Kecamatan
Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Hal ini disebabkan penghasilan mereka
sehari-hari bersumber dari bercocok tanam. Dan karena mukhabarah
merupakan salah satu cara yang dilakukan penggarap dan pemilik tanah
untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup dengan cara bekerjasama dan
gotong royong.
Sebagaimana ada beberapa kasus dibawah ini yang akan di
analisis dalam hukum Islam yaitu:
1. Analisis kasus antara Ibu Siti Mualifah sebagai pemilik lahan dengan
Ibu Bukha sebagai petani penggarap
Akad berawal dari penawaran Ibu Siti Mualifah sebagai pemilik
lahan menawarkan kepada Ibu Bukha sebagai petani penggarap untuk
mengelola lahannya, dalam perjanjian tersebut tidak ada perjanjian
tulis tangan atau hitam diatas putih, yaitu dengan perjanjian lisan, jika
Ibu Bukha sebagai petani penggarap dan Ibu Siti sebagai pemilik

lahan sama-sama sepakat, yaitu Ibu Siti berkata “Apakah mau Ibu
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Bukha sebagai petani penggarap mengolah lahanku”. Kemudian Ibu
Bukha sebagai petani penggarap berkata : “aku menerima tawaran Ibu
Siti sebagai pemilik lahan, dan sepakat untuk mengolah lahannya’.
Maka perjanjian itu sudah dianggap berjalan, hal ini sesuai dengan
rukun mukhabarah yang dijelaskan pada bab II yaitu menurut pendapat
ulama Hanafiyyah adalah ijab dan qabul. Yaitu pemilik lahan berkata
kepada pihak penggarap, “Aku serahkan lahan ini kepadamu sebagai
al-mukhabarah dengan upah sekian.” Lalu pihak penggarap berkata,
“Aku terima,” atau, “Aku setuju,” atau perkataan-perkataan yang
menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujuinya bahwa ia
menerima dan menyetujuinya. Apabila ijab dan qabul ini sudah terjadi,
maka berlakulah akad al-mukhabarah diantara keduanya.' Maka apa
yang dilakukan oleh Ibu Siti Mualifah sebagai pemilik lahan dengan
Ibu Bukha sebagai petani penggarap adalah sesuai dengan hukum
Islam.

Adapun hal-hal lain yang berkenaan dengan pertanian, yang
tidak dijelaskan ketika akad, karena sudah dianggap sama-sama tahu,
dan semua ditanggung Ibu Bukha sebagai petani penggarap, dari bibit,
pengairan, pupuk, dan semuanya yang bersangkutan dengan pertanian,
adalah sudah kesepakatan bersama, dan keduanya saling rela, maka hal
ini tidak ada masalah, karena di dalam kaidah figh dikemukakan yakni:

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang

' Wahbah Zuhaily, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 4, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani et.al.,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 565.
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berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Maksud
keridhoan tersebut yakni keridhoan dalam transaksi adalah merupakan
prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan
kepada keridhoan kedua belah pihak. 2

Untuk membayar pajak yang menjadi tanggungan setiap
tahunnya atau iuran lain yang dibebankan Desa untuk memperbaiki
irigasi dan jalan disekitar persawahan adalah sudah menjadi
tanggungan Ibu Siti Mualifah sebagai pemilik lahan, hal ini sesuai
dengan syarat sebagai berikut “Pajak bumi ditanggung oleh sipemilik
lahan, bukan kepada si penggarap. Ia juga tidak boleh disyaratkan
kepada sipenggarap lahan, atau diambil dari hasil pertanian kemudian
sisa dari potongan tersebut dibagi untuk kedua belah pihak. Karena,
apabila pajak tersebut diambil dari hasil panen, hal ini sama artinya
apabila sipemilik lahan mensyaratkan bahwa hasil pertanian adalah
miliknya sendiri. Karena ia berdampak pada pengurangan prosentase
bagian pada akad mukhabarah yang berdasarkan kerjasama antara dua
pihak dan merugikan pihak penggarap. Maka, syarat ini dapat merusak
akad mukhabarah tersebut. >

Untuk pembagian hasil panen yaitu dengan cara menimbang
dan menakar dengan ukuran perkarung, hal tersebut tidak bertentangan

dengan hukum Islam asalkan jujur adil. Sebagaimana dilandaskan

? Kurdi fadal, kaidah-kaidah fikih, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), 68.
® Hendi Suhendi, Figih Muamalat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 159.
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dalam firman Allah SWT Surat al-An’am ayat 6, dan juga Allah

berfirman dalam 3urat lainnya yaitu Surat al-Isra’ ayat 17.

Dan untuk pembagian hasilnya yaitu dengan dikurangi semua
biaya operasional pada masa pengelolaannya, seperti untuk biaya
pengairan, pembelian bibit dan pupuk, serta membayar buruh tani dan
juga membayar alat sewa traktor, yang mana pembagian hasil panen
tersebut adalah sudah hasil bersih, yang sudah di jelaskan dalam
Undang-undang pasal 1 adalah: “hasil wusaha pertanian yang
diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah
dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, serta biaya untuk menanam dan
panen”. Sedangkan pembagian dari awal akad dengan pertelon
(sepertiga) yang mana bagi hasil tersebut adalah sudah disepakati
kedua pelaku akad dan keduanya saling suka, maka hal itu juga sudah
sesuai dengan hukum Islam yang mana Sayyid sabiq mengatakan:

Bagi hasil adalah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan
sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi) tersebut. Yang
dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang
mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti
setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau lebih rendah sesuai
dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani penggarap dan
pemilik tanah). *

Akan tetapi disini terjadi persepsi hasil dari masing-masing

pelaku akad sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Siti Mualifah sebagai

pemilik lahan, bahwa hasil adalah apa yang sudah dijelaskan diatas

*Sayyid Sabiq, “Fikih Sunnah”, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), /58-159.
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yaitu hasil bersih dari semua hasil panen dibagi biaya operasional
selama masa pengelolaan lahan, Ibu Siti sebagai pemilik lahan
mendapat 1/3 dan Ibu Bukha sebagai petani penggarap mendapat 2/3,
karena Ibu Siti sebagai pemilik lahan hanya menyediakan lahan,
sedangkan Ibu Bukha sebagai petani penggarap menyediakan bibit,
pupuk, biaya pengairan dan semua yang menyangkut pengolaan
pertanian, hal ini sudah adil dalam hukum Islam, karena disini juga
sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat, dan telah
disepakati oleh kedua pelaku akad, namun ketika Ibu Bukha sebagai
petani penggarap meminta uang pada pertengahan pengolahan lahan
hal ini tidak sesuai dengan awal perjanjian akad yang mana
menimbulkan kecurangan. Maka hal ini dilarang dalam hukum Islam.

Islam tidak mengesampingkan terwujudnya kerjasama melalui
berbagai bentuknya yang dinamis dan halal melainkan juga membekali
etos kerjasama atas dasar Iman dan taqwa yang melahirkan kerjasama
yang jujur adil dan bertanggungjawab.

Adapun persepsi hasil dari Ibu Bukha sebagai petani penggarap
adalah sama apa yang telah dkemukakan oleh Ibu Siti yaitu dengan
cara dikurangi semua biaya operasional pada masa pengelolaan lahan,
namun disini Ibu Bukha sebagai petani penggarap meminta upah
berupa uang pada masa pertengahan pengelolahan adalah tidak
disebutkan diawal akad, maka hal ini tidak sah dalam hukum Islam,

karena sudah menyalahi aturan yang sudah disepakati, yang mana hal
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ini dilarang dalam Islam. dan dalam pembagian hasilpun Ibu Siti
sebagai pemilik lahan akan mendapat bagain yang lebih sedikit dari
Ibu Bukha sebagai petani penggarap. Hal ini Ibu Bukha sebagai petani
penggarap mengemukakan bahwa alasan meminta upah berupa uang
itu adalah digunakan untuk membeli pupuk dikarenakan Ibu Bukha
sebagai petani penggarap belum bisa menikmati hasil dari panen
tersebut, sedangkan kebutuhan yang digunakan untuk pengelolahan
lahan sangatlah penting.

Maka dalam pelaksanaan akad yang dilakukan Ibu Siti sebagai
pemilik lahan dengan Ibu Bukha sebagai petani penggarap terjadi
pelaksanaan yang tidak konsisten yang disepakati penggarap di awal
akad. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak terutama Ibu Siti
sebagai pemilik lahan. Dan dalam akad ini jelas telah melanggar akad
mukhabarah.

. Analisis kasus antara Ibu Mufa’ah sebagai pemilik lahan dengan Ibu
Kholifah sebagai petani penggarap

Akad ini berawal dari Ibu Kholifah sebagai petani penggarap
meminta kepada Ibu Mufa’ah sebagai pemilik lahan untuk
mengerjakan lahannya yang berada di dekat lahan garapannya milik
orang lain, dengan tujuan supaya dekat dan mudah dalam
mengerjaknnya. dalam perjanjian tersebut tidak ada perjanjian tulis
tangan atau hitam diatas putih, yaitu dengan perjanjian lisan, jika Ibu

Kholifah sebagai petani penggarap dan Ibu Mufa’ah sebagai pemilik
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lahan sama-sama sepakat, yaitu Ibu Kholifah berkata “Apakah Ibu
mengijinkan saya untuk mengola lahan Ibu”. Kemudian Ibu Mufa’ah
sebagai pemilik lahan berkata : “aku menerima tawaran Ibu Kholifah
sebagai petani penggarap untuk mengolah lahan saya”. Maka
perjanjian itu sudah dianggap berjalan, hal ini sesuai dengan rukun
mukhabarah yang dijelaskan pada bab II.”

Disini Ibu Mufa’ah sebagai pemilik lahan hanya menyediakan
lahan, sedangkan untuk semua biaya operasional, dari bibit, pupuk,
pengairan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengelohan
lahan adalah tanggungan Ibu Kholifah sebagai petani penggarap.
Untuk pembagian hasil pertanian para pelaku akad menggunakan cara
yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat, yaitu dengan
cara pertelon (sepertiga), dan itu semuanya telah disepakati di awal
akad.

Jika Ibu Mufa’ah sebagai pemilik lahan, mengemukakan bahwa
hasil adalah apa saja yang keluar dari bumi yang mana telah dikurangi
biaya-biaya operasional pada masa pengolahan lahan. Begitu juga
dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ibu Kholifah sebagai petani
penggarap adalah sama, bahwa hasil adalah apa yang telah dipanen dan
itu semua dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama dalam

masa pengolahan.

> Wahbah Zuhaily, al-Figh al-Islam wa Adillatubu Jilid 4..., 565.
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Namun disini Ibu Kholifah sebagai petani penggarap
beranggapan bahwa hasil dari panen yang dikurangi biaya-biaya
operasional yang mana dikurangi pembelian bibit, pupuk, bahan bakar
minyak untuk pengairan, menyewa pekerja untuk pengolahan lahan,
obat untuk hama, dan semua yang menyangkut dalam pengolahan
lahan pertanian tersebut, maka sisa hasil yang telah dibagi itu
dikurangi lagi untuk pembelian bibit pada masa pengelolaan lahan
selanjutnya.

Jika hasil adalah apa saja yang keluar dari bumi kemudian
dikurangi biaya-biaya operasional,yang mana telah dikemukakan oleh
Ibu Kholifah sebagai petani penggarap dan Ibu Mufa’ah sebagai
pemilik lahan adalah benar. Sebagaimana telah dijelaskan dalam
ketentuan pasal 1 poin ¢ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang
perjanjian bagi hasil. ® Para pelaku akad juga mengemukakan bahwa
hasil adalah apa yang keluar dari bumi, jadi pemberian hasil untuk
orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya
seperti setengah, sepertiga, atau dari itu atau lebih rendah sesuai
dengan kesepakatan kedua pihak (petani penggarap dan pemilik lahan).
7

Namun apa yang dikemukakan oleh Ibu Kholifah sebagai petani

penggarap bahwa hasil itu adalah apa saja yang telah dikurangi biaya-

% Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), 61.
5Sayyid Sabiq, “Fikih Sunnah’, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), 158-159.
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biaya operasional kemudian dikurangi lagi untuk pembelian bibit untuk
pengolaan lahan selanjutnya, maka disini telah merusak akad
mukhabarah sendiri.

Padahal telah dijelaskan akad mukhabarah adalah akad
kerjasama, dan sistem bagi hasil merupakan sistem dimana
dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan
kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya bagi
bagi hasil atau keuntungan yang didapat antara kedua pihak atau lebih.
Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak
ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan
adanya kerelaan, dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur
paksaan.®

Disini telah diketahui, bahwa petani penggarap hanya
mengeluarkan tenaga, sedangkan semua biaya operasional, tidak secara
langsung ditanggung oleh pemilik lahan, karena semua biaya
operasional itu diambil dari pengurangan hasil panen tersebut, dan
disini juga pemilik lahan menyediakan lahannya. Apabila digabungkan
dengan pembagian hasil pertelon (sepertiga), yang mana petani
penggarap mendapat bagian 2/3 sedangkan pemilik lahan mendapat
bagian 1/3. Maka hal ini tidak adil, di karenakan salah satu pihak

dirugikan terutama pihak pemilik lahan. Dan untuk penbagian hasil

® Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press,

2001), 90.
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yang dikurangi lagi untuk pembelian bibit pada masa pengelolaan
selanjutnya adalah tidak sah. Hal ini di karenakan akad yang belum
disepakati dan juga belum jelas, ditakutkan akad ini tidak berjalan, dan
hal ini tidak disebutkan dalam akad mukhabarah.

Jadi kesimpulan dari kasus diatas adalah telah melanggar akad
yang telah disepakati diawal perjanjian, yang mana dalam hukum Islam
tidak dibolehkan, serta para pelaku akad tidak konsisten di dalam
perjanjian bagi hasil yang telah dibuatnya sendiri, menuntut porsi
bagian yang semestinya, hal ini menimbulkan kekecewaan bagi
pemilik lahan karena terkhianati, dan hal ini telah dialarang dalam
Islam.

. Analisis kasus antara Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan dengan
Bapak Pulan sebagai petani penggarap

Akad berawal dari penawaran Ibu Mualifah sebagai pemilik
lahan menawarkan kepada Bapak Pulan sebagai petani penggarap
untuk mengelola lahannya, dalam perjanjian tersebut tidak ada
perjanjian tulis tangan atau hitam diatas putih, yaitu dengan perjanjian
lisan, jika Bapak Pulan sebagai petani penggarap dan Ibu Mualifah
sebagai pemilik lahan sama-sama sepakat, yaitu Ibu Mualifah berkata
“Apakah mau Ibu Bukha sebagai petani penggarap mengolah lahanku”.

13

Kemudian Bapak Pulan sebagai petani penggarap berkata : “aku
menerima tawaran Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan, dan sepakat

untuk mengolah lahannya”. Maka perjanjian itu sudah dianggap
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berjalan, hal ini sesuai dengan rukun mukhabarah yang dijelaskan pada
bab II.

Disini Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan hanya menyediakan
lahan, sedangkan untuk semua biaya operasional, dari bibit, pupuk,
pengairan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengolahan
lahan adalah tanggungan Bapak Pulan sebagai petani penggarap.
Untuk pembagian hasil pertanian para pelaku akad menggunakan cara
yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat, yaitu dengan
cara pertelon (sepertiga), dan itu semuanya telah disepakati di awal
akad.

Untuk masing-masing persepsi hasil, Ibu Mualifah sebagai
pemilik lahan mengemukakan bahwa hasil adalah apa yang keluar dari
bumi yang mana telah di bagi sesuai dengan kesepakatan dan dikurangi
biaya-biaya operasional, namun beda pendapat dari Bapak Pulan,
bahwa meurutnya bahwa hasil adalah sesuatu yang maksimal, artinya
hasil panen tersebut bisa memenuhi semua biaya hidupnya, sampai
lanjut untuk penanaman selanjutnya.

Disini telah diketahui bahwa Ibu Mualifah sebagai pemilik
lahan sudah menyediakan lahan, dan tidak itu juga, Bapak Pulan
sebagai petani penggarap dalam pertengahan masa pengolahan lahan
tersebut meminta biaya kepada Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan

untuk dibelikan pupuk, yang dari awal akad tidak disebutkan.
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Bapak Pulan sebagai petani penggarap juga tidak mau membagi
hasil panen tersebut dikarenakan Bapak Pulan sebagai petani
penggarap berpendapat bahwa Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan
sudah mampu, meskipun bagi hasil yang di olah dilahan milik Ibu
Mualifah itu tidak dibagi.

Dalam masa pembagian itu terjadi tiga tahun berturut-turut
Bapak Pulan sebagai petani penggarap tidak mau menyerahkan hasil
panennya tersebut. Dan hasil dari panen itu dalam sepetak sawah yang
diolah Bapak Pulan sebagai petani penggarap, setiap satu kali panen
mendapatkan gabah (padi) berkisar 24-35 karung. Satu karung hasil
timbangan tersebut mempunyai berat 100 kg atau 1 kwintal.

Dalam hal ini, sudah jelas, Bapak Pulan sebagai petani
penggarap sudah melakukan kecurangan dan berkhianat, dia tidak mau
memberi dengan hasil yang telah disepakati, semua itu sudah
melanggar akad yang sudah disepakati diawal, meskipun tanpa
pembagi hasil dari lahan yang diolahnya tersebut, serta dari awal akad
telah disebutkan bahwa Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan
menyatakan saling membantu dan tolong menolong antara kedua
pelaku akad.

Hal yang telah dikemukakan diatas jelas sudah menyalahi akad
mukhabarah, karena dalam akad tersebut adalah akad kerjasama atau
persyerikatan dalam penggarapan sawah , maka hasil yang banyak atau

sedikit akan dibagi kedua para pelaku akad. Jika yang dilihat dalam
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masalah diatas dan dilihat dari kesepakatan di awal akad yaitu
pembagaian 2/3 untuk Bapak Pulan sebagai petani penggarap dan 1/3
untuk Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan, maka hal ini Ibu Mualifah
sebagai pemilik lahan tidak mendapat hasil apapun dari akad kerjasama
yang telah disepakati itu, karena disini Ibu Mualifah disamping sudah
mengeluarkan pupuk di pertengahan pengolahan lahan, dia juga tidak
pernah menikmati hasil panen tersebut. Maka disini Ibu Mualifah
sebagai pemilik lahan telah terkhianati. Dan dalam hal akad kerjasama
semacam ini telah melanggar akad mukhabarah itu sendiri, dan jelas
dilarang dalam Islam.

Meskipun akad ini bertujuan untuk saling membantu antara
petani dengan pemilik tanah pertanian. Dan hal ini juga bertujuan
untuk saling tolong menolong sesama manusia yang mana dijelaskan
dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 2. Namun tidak menutup
kemungkinan jika dalam perjanjiannya terdapat peraturan yang
menekan salah satu pihak, sehingga memberatkannya.” Maka sudah
jelas akad ini tidak sah.

Padahal Islam sudah jelas melarangnya dan dianjurkan bahwa
dalam kerjasama itu harus berdasarkan moral Iman dan taqwa, yang
mana akan melahirkan kejujuran, amanah, dan tanggungjawab. Hal ini

dijelaskan dalam al-Qur’an surat Sad ayat 24.

*Moh. Anwar, Figih Islam : Mua’malah, Munakahat, Faraid dan Jinayah, (Hukum Perdata dan
Pidana Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya, (Bandung: al-Ma’arif, 1988), 78-79.
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Jadi kesimpulan dari kasus diatas adalah kurang memahami dan
memperhatikan dalam pelaksanaan ijab dan gabul didalam akad, dan
untuk menghindari atau mengantisipasi adanya keadaan atau
kesenjangan didalam pengolahan lahan tersebut, seharusnya dalam
akad tersebut ada perjanjian hitam diatas putih serta menghadirkan

saksi.



